
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR  TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN MANA.'EMEN RISIKO
PADA PEMTRINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

b.

2.

3.

1.

Menimbarg

Mengingat

GUBERNUR RIAU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem
pengendalian intern yang efektif dan efisien di
lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, perlu
melaksanakan manajemen risiko;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat
{11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukao
penilaian risiko;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Manajemen
Risiko pada Pemerintah Provinsi Riau;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
PerbendaLraraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentatg
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
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5.

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nesaia
Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undarrg Nomor 23 Tahun 2014 tentans
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub[f
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1E tentans
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OQ5 tentans
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran t'tegara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentane
Sistem Pengendalian Intern Pemerintall lLembarJ
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentans
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Mented Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentane
Pedoman Pengelolaan Keuanga n Daerah;

Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2O1O
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalia:r Intern
Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah provinsi
Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2OlO Nomor
31):

6.

8.

7.

9.

10.

11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2O1O
tentarg Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SpIp) di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah provinsi Riau
Tahun 20 10 Nomor 53)l

MEMUTUSKAN I

PERATURAN GI'BERNUR RIAU
MANAJEMEN RISIKO PADA
RIAU.

TENTANG PELAKSANAAN
PEMERINTAH PROVINSI

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi Riau adalah Gubernur dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

2. Gubernur adalah Gubernur Riau.

3. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasar intern
Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab
langsung kepada Gubernur.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

5. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan dan sasaral instansi pemerintah.

6. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan
berkelanjutan meliputi penetapan tujuan, identifikasi,
analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu
yalg dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.

7. Peta risiko adalah penjelasan tentang total paparaar
risiko yang dinyatakan dengan Lingkat risiko dan
trennya.

8. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang
bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan
terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di
instansi.

9. Selera risiko (risk appetite) adala}: tingkat risiko yang
bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkal
hrjuan dan sasamn yalrg dikehendakinya.

10. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan
menyerap suatu risiko.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PR]NSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai
pedoman bagi Pera-ngkat Daerah dalarn pelal<sareaare
malajemen risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

T\rjuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah :

a. mengantisipasi daIl menangani segala bentuk risiko
secara efeklif dan efisien;

b. mendorong manajemen yang proaktif;

c. memberikan dasar kuat dalam pengambilan keputusan
-3-



e.

f.

d.

rlon nercnno no on.

meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi
penggunaan sumber da) a organisasi;

meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan;

meningkatkan kepercayaan para pemangku
kepentingan; dan

meningkatkan kelahanan orga n isasi.g.

(1)

{2)

pasal 4

Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengal
memperhatikan prinsip :

a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangal;

b. berorientasi jangka panjalg; dan
c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III
PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Setiap PerangkatDaerah melaksalakan manajemen
risiko.

Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua
Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Peme.intah
(Satgas SPIP) Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh
Kepala Perargkat Daerah.

Bagian Kesatu
Strategi Pelaksaflaan Manajemen Risiko

Pasal 6

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat
Daerah dar risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan
pengendalian, strategi pelaksanaan manajemen risiko
meliputi :

a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko
yang mempunyai dampak negatif yang signilikan
terhadap pencapaian tujuan dan sasa.ran yang telai
ditetapkan;

b, menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi
sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar
operasional prosedur;

c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam
perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban
program dan kegiatan untuk mencapai tujuar serta
sasaran yang telah ditetapkan; dan



(1)

d. melakukan pemantauan secara terus menel|s untuk
perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban,
atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 7

Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimara
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

a. upaya penilaial dan mengendalikan risiko yang
membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian
tujuan darl sasaran kegiatan Perangkat Daerah; dan

b. upaya menjamin seluruh risiko telah teridentifikasi
dan terdapat program pengendalian yang terencana
dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut
berada pada tingkat toleransi risiko yang telah
ditetapkarL

Berdasarkan hasil penilaian risiko dan pengendalian
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun
yang ditransfer.

Pasal 8

Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :

a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level
yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan
toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang
telah ditetapkan;

b. mendapat perlindungan hukum yang memadai
mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan

c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat
keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan
pada pegawai. proses, dan sisrem yang ada.

Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 7 ayat 12) paling sedikit meliputi :

a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai
dengan toleransi dan risiko P€rangkat Daerah; dan

b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang
memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang
diperkirakan.

Bagian Kedua
Proses Manajemen Risiko

Pasal 9

(1) Daiam rangka peiaksanaan manajemen risiko yang
efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko
secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur
terutama pada program dan kegiatan.

(2)

(1)

(2)
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(1)

(2)

(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 10

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan
proses yang meliputi :

a. penetapan tujuan;
b. identifrkasi risiko;
c. analisis risiko;
d. evaluasi risiko;
e. penangarlan risiko; dan
f. pemantauan dal reviu risiko

pasal 11

Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 humf a, dilakukao dalam proses perencanaan
kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan
strategis.

Tahap pelaksanaan penetapan tqjuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkai :

a. lingkungan internal dan eksternal;
b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 12

ldentifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 10
huruf b, dilakukat dengan mengidentifikasi risiko
Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan
meliputi :

a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses
terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi,
menurunkan, atau meounda tercapainya trUuarr
Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam
sebuah daftar risiko.

Pasal 13

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
hurul c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi
tingkat risiko.

Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya
tingkat dampak dal kemungkinan terjadinya risiko.

Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

a. menetapkal jenis analisis risiko sesuai tujuan,
ketersediaan data, dan tingkat kedalamarl analisis
risiko yarg dilakukan;

(1)

(2J

(3)

-6-



b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan

mekanisme pengendalian baik proses, peralatan,
dan praktik yang ada;

d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan
terjadinya (tikeLihood) suatu risiko dan dampaknya;

e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko
clan ;

f. melakukan analisis terhadap peta risiko.
Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi
kuantitatif atau anaiisis kuantitatif kemungkinan
terjadinya dan dampak.
Analisis terhadap kemungkinan tedadinya risiko dan
dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
dilakukan dengan menggunakan metode skala yang
telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan
parar eler lang Lelah diLerapkan.

Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai
berikut:
a. risiko sangat rendah warna hijau.
b. risiko rendah warna biru.
c. risiko sedang warna kuning.
d. risiko tinggi warna jingga.
e. risiko sangat tinggi warna merah.

pasal 14

Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya
risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pedoman dalam penyusunan :

a. Hasil ldentilikasi dan Analisis Risiko Tingkat
Perangkat Daerah; dan

b. Hasil ldentifikasi dan Analisis Risiko Tingkat pemilik
Risiko Kegiatan.

Matrik hasil identilikasi dan analisis risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b tercantum dalam Lampiran Il dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Matrik hasil analisis terhadap peta .isiko sebagaimana
dimaksud daiam Pasai 13 ayat (3) huruf f tercantum
dalam Lampiran I11 dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur rnr.

\4)

(s)

(61

(1)

(2j

(3)

(4)
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(u

(2)

pasal 15

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil
analisis risiko,

Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berisi :

a. identifikasi akar permasalahan;
b. penentuan tingkat risiko, peta risiko; dai
c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk

memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang
ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluaag dan
ancaman.

pasal 16

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
huruf d, dilal<ukan untuk pengambilan keputusan
mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko
lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Tahap pelal<sanaan evaluasi risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

a. menetapkan hal yang menjadi perlimbangan dalam
melakukan evaluasi risiko; dan

b. melakukan evaluasi dsiko secara berkala.
Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. risiko yang perlu mendapatkan penajlganan;
b. prioritas penanganan risiko; dan
c. besarnya dampak penangaran .isiko.

Pasal 17

Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil
evaluasi risiko.
Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun berurutan sesuai dengan peringkat
risiko, berisi urutan pdoritas risiko dal daJtar risiko
Jarr6 a^4! uLhrrB4rr.

Peringkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayata (2)
tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian
tidak terpisalkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf e, dilakukar dengan mengidentifikasi berbagai
pilihan penanganan risiko yang tersedia dan
memutuskan pilihan penanganan risiko.
Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan

-8-
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(2)
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hanya gejala permasalahan.

{3) Tahap pelaksanaan penartganan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan
jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil
penilaian risiko.

(4) Hasil penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayar (l) berisi rincian penanganan terhadap
prioritas risiko darr daftar risiko.

(5) Matrik Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat ll) tercantum dalam Lampiran V dai merupakan
bagian ridak terpisaikan dari piraturan Cubernur ini.

Pasal 19

{1) Pemantauan dan reviu risiko sebagaimaaa dimaksud
dalam Pasal 10 huruf f, dimaksudkar untuk
memastikan bahwa malajemen risiko telah
dila-ksanakan sesuai rencana.

(2) Tahap pelaksanaan pemantauan dal reviu risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (t) meliputi :

a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko
dengan cara membandingkan antara kinerja aktual
dengan kinerja yang diharapkan;

b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam
proses penanganan risiko berdasarkan laporan
pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan
bahwa priodtas penangaran risiko masih selaras
dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan

c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

{3) Hasil pemantauan dal reviu risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berisi pemantauan terhadap
pelaksanaan atau realisasi penanganan risiko.

(4) Matrik hasil pemantaual dan reviu risiko sebagaimana
dima-ksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

Dalam upaya mengukur kinerja pelalsanaan manajemen
risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilakukan
evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala.

Pasal 21

Setiap Perangkat Daerah membuat laporal pelaksanaan
mAn'icmFn;eilz^

Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

(1)

(2)

-9 -



laporan identifikasi dan analisis risiko;
laporan penanganan risiko; darl
laporan hasil pemantauan risiko.

Pasal 22

Laporan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21 disampaikan kepada
Gubemur melalui Ketua Satuan Tugas Sistem pengendalian
Instansi Pemerintah (Satgas SPIP) Provinsi Riau paling
lambat akhir bulan Februari tahun bedalan untuk
dijadikan acual dalam penganggaran tahun berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Aga.r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

UBERNUR RIAU, 

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

a.
b.
c.

Diundalgkan di
pada talrggal

Pekanbaru

RIAU,

2017 NOMORDAERAH PROVINSI RIAU TAHUN
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